KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/347/B. VITIK/2004

TENTANG

PENGGANTIAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2004 PADA UPTD BALAI PELATIHAN
KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG

Membaca

Menimbang

i

GUBERNUR LAMPLUNG,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/K Tahun
2004 tentang memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri
Sipil  An. Sdr. dr. Ny. Zainoni AS NIP. 140078035
Pangkat'Golongan Pembina Uhama Muda  (TW/c) jabatan
Kepala UPTD Balai Pelatihan Keschatan Dinas Keschatan
Propinsi 1 dengan hak pensi hi mulai tanggal
1 September 2004 ;

. Surat Perintah Gubernur Lampung Nomar

821 2714341V.07/2004  tanggal 15  September 2004,
memerintahkan Sdr. Suparmi Wydiasari NIP. 460011387
Pangkat! Golongan Penata Tingkat 1 (IIVd) disamping jabatan
pokoknya selaku  Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai
Pelatihan  Keseh Dinas Keseh Propinsi Lampung,
ditunjuk selaku Pelaksana Tugas (plt) Kepala UPTD Balai
Pelatihan Keschatan Dinas Keschatan Propinsi Lampung ;

. Surat Usulan Kepala Dinas Keschatan Propinsi Lampung

Nomor 8002698 TIL10/VITI2004 tanggal 1 September 2004
perihal Usul Pengpantian Penanggung Jawab Pengguna
Anggaran pada UPTD Balai Kesch Dinas  Keseh
Propinsi Lampung ;

bahwa dalam rangka pelal T kegi yang
dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Relanja
Dacrah  (APBD) Propinsi Lampung, dengan Kep
Gubernur Lampung Nomor: G/016/B. VI/HE 2004 pada nomor
urui 50 kolom 3, telah ditetapkan dan ditunjuk Sdr. dr. Hj.
ZAINONLAS NIP. 140078035 Pangkat/'Golongan Pembina
Tingkat I (IV/b) jabatan Kepala UPTD Balai Pelatihan
Keseh Dinas  Kesch Propinsi Lampung schagai
Penanggung Jawab Pengguna Anggaran ;

. bahwa mengingat Pegawai Negeri 8ipil vang nama, pangkat
e i el S

dan ¥ i i

pada huruf a terschut telah diberhentikan dengan hormat
scbagai Pegawai MNegen Sipil dengan hak Pensim, dan
berdasarkan surat Perintah Gubermur Lampung Nomor
B2L2V14340V.0772004  tanggal 15  Scptember 2004,
memerintahkan Sdr. Suparmi Wydiasari NIP. 460011387
Pangkat/ Golongan Penata Tingkat I (IIl/'d) disamping jabatan




Mengingat

Memperhatikan:

1

1.

pokoknya sclaku  Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai
Pelatihan Kesehatan Dinas Keschatan Propinsi Lampung,
ditunjuk sebagai Pelaksan Tugas (PLT) Kepala UPTD Balai
Pelatihan Kesch Dinas Keseh. Propinsi Lampung
sebagai Penanggungjawab Pengguna Anggaran ;

. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan

Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepufusan
ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk
ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran
Tahun Anggaran 2004 ;

. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud butir a, b, dan ¢

tersebut di atas, di pandang parlu menetapkannya dengan
K Gub

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1 Lampung ;

. Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Dagrah Otonom ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

. Keputusan Menteri Dalam Nageri Nomor 29 Tahun 2002

tentang  Pedoman Peny P Py

Jawaban dan Pengawasan Kcuangan Dacrah s:rl.a Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pclaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendap dan Belanja Daerah ;

F

. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003

tentang Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Dagrah ;

. Perataran Dacrah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dacrah Propinsi
dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;

. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Dacrah ;

. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004

tentang Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 ;

Keputusan Gubemnur Lampung Nomor 02 Tahun 2004 tentan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD
Propinsi Lampung Tahun 2004 ;

Kep 1 Gubernur Lampung Nomor G/016/B, VIHK/200
tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggara
dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera
(APBD) Propinsi Lampung Tahun 2004 ;

Kej Gubernur Lampung Nomor (/038/TV.01/HK/200:
tentang P pan Dolaumen A Satuan Kerja {DASK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahu
Anggaran 2004 ;




Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan dengan hormat Pe_;abaﬂl’egawal Negeri Sipil
yang Nama, NIP, dan kat/golong; ana

dalam kolom 3 Iarrrpu'an keputusan ini sebagau Penanggung Jawab
Pengguna Anggaran,

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/
golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran
keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran.

Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini scpanjang mengenai
pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur
Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka lampiran Kepufusan
Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VIHK/2004 Nomor Urut 50
kolom 3 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung scjak tanggal 15 September
sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata 1erdapal kekehman dalam
Keputusan ini akan diadakan pemb

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Oktober 2004

GUBERNUR LAMPUNG,
dto

SJACHROEDIN, Z.P.

‘Tembusan disampaikan kepada:

VeI W

Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

Menteri Kevangan di Jakarta ;

Ketua BPK di Jakarta ;

Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;

Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung ;

Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung ;

Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Lampung di Telukbetung ;
Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung;
Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;

10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan ;
11. Himpunan Keputusan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan.



